
BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMoR : r00.3.3.2/KEP. oOtC /DKPP-KBDl2025

TENTANG

ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA PUSKESMAS TAHUN 2025

SALINAN

BUPATI MOROWALI,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan
Kesehatan dan Dokumen Biaya Operasional Pelayanan
Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah,
untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
Operasional pada Pasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Keputusan
Bupati tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Puskesmas Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun f999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Bafiggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3900)
Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang
Nomor 1l Tahun 2000 tentang Perubahal Atas Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten
Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggunh jwab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4400 ) ;
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4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2O11 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan l,embaran
Negara Rebutrlik Indonesia Nornor 5587) Sebagaimana
telah diubah terakhir dengal Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indor*esia Nemor 6887) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahl.:r: 2O2l tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun
2Ol4 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 81);

9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018 tentang &rminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahtn 2024 Nomor 82);

1O. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan
Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahwn 2O2l
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan
Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatal Dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatal;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS
TAHUN 2025

Alokasi dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanal
kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Morowali ditetapkan
sebesar 70 % (Tujuh Puluh Persen).

Alokasi dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan
operasional Pelayalan Kesehatan pada Puskesmas
Kabupaten Morowali ditetapkan sebesar 30 % (tiga Puluh
Persen).

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal L Jenwuti Lo t-l
E'. BUPATT MOROWALT

YUSMAN MAHBUB

Sesuai dengan aslinya
Bagian Hukum
Kab.Morowali
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